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Puji syukur Kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena hanya denganrakhmat-Nya Seminar Nasional dengan tema,,pertanggungjawaban HukumTerhadap Pengeloraan Keuangan Negara,, yang diselen'igarat<an oleh FakurtasHukum universi tas Jenderal  Soedirman tuNsoio) 
"dapat 

diseresaikan.
Tema yang diangkat dalam seminar Nasional ini merupakan isu hukum yang sensitifdan menjadi perhat ian khusus dalam penyelengg"."rn pemerintahan di  Indonesia.Dalam realitasnya, khususnya daram p.ng.rol"rn"k.rrng"n negara, seringkali terjadipersoalan hukum mengenai kerugiankeuangan dalam p-engelolaan keuarigan n.gur"sebagai implikasi dari korupsi, penyalahgunaan wewenang atau perbuatan melawanhukum. Berkaitan dengan isu tersebut, pembahar"n ,u."."-lugas dalam penyeresaian
dan- pertanggungjawaban hukum teriradap p"ngetot"an 

-l"u"ng"n 
negara perludilakukan secara integratif oreh berbagai' pih'ak sesuai dengan pendekatan

hukumnya. Dengan demikian, semua pemangku kepentingan akan mendapatkanpemahaman yang terang dan berimbang dalam memberikln tindakan yang teparguna penyelesaian hukum melalui proses hukum yang tepat.
semoga penerbitan prosiding ini dapat digunakan sebagai data sekunder dalampengembangan sistem pertanggungjawaban hukum a"atam kaitannya denganpengelolaan keuangan negara di Indonesia. Akhir kata, kepada semua pinur. vingtelah membantu tersusunnya prosiding ini dan pelaksanaan Seminar Nasional ini,kami ucapkan terima kasih.
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Fakuttas Hukum,",f"lLlliliil' Kusuma surabava
E-mail : aripurwadi. fhuwks @ gmail. com

Abstract

Review of indernniLy claims for regional ftnancial losses by local ftnancialmanagers based on private law instrument, because local ftiancial managers
w!9 make unlawful act or negligent acs and do harm rigionar finances areobliged to return for regional iosse' Indemnig craims iy using private rawinstruments can only be made if indemnity claims 6ased on the stateadministration system are unsuccessfur: The advers, porty 

^oy 
be prosecuted

for unlawful act if ituiola-tes tegal obiigations that is n-ot executing a the Decreeof Loss substitution Burden, or based on default if not executing the agreement
as outlined in the,Absolwte Liability Statement.

K eyw o rd s : i n d emn ity, r eg i o n a I fi n a n c e, u nl awfu I a c t, d efa u I t

Abstrak

r-elgah tuntutan ganti rugi atas kerugian keuangan daerah yang dirakukan
oleh pengelola keuangan daerah beidasarkan Insrumen hukum perdata,
karena pengelola keuangan daerah yang melakukan perbuatan meranggarhukum atau lalai dan merugikan keuangan daerah wajib mengembarikan
kerugian daerah. Tuntutan ganti rugi d"ng"n menggunakan instrumen
hukum perdata hanya bisa dilakukan klalau tu-ntutan g"'titi.ugi berdasarkan
sistem administrasi negara tidak berhasil. pihak "yung 

*".ugikan bisadituntut berdasarkan perbuatan meranggar hukum "kalau "-.r"ngj",
kewajiban hukum yaitu tidak melaksanakan- surat Keputusan pembebanan
Penggantian Kerugian, atau berdasarkan wanprestasi kalau tidakmelaksanakan kesepakatan yang dituangkan dalam surat Keterangan
Tanggung f awab Mutlak.

Kata kunci : ganti rugi, keuangan daerah, perbuatan melangggar hukum,
wanprestasi

TUNTUTAN GANTI RUGI TERHADAP PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH BERDASARKAN INSTRUMEN HUKUM PERDATA

A. Fendahuluan

Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang t idak
lerpisahkan dari  penyelenggaraan Lirusan pemerintahan yang menjadi
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kewenangan daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan
pemerintahan. Pengelolaan keuangan daerah di lakukan secara tert ib, taat
pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,
transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan,
kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. pemegang kekuasaan
pengelolaan keuangan daerah adalah kepala daerah sebagai wakil
Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan,
di mana kekuasaan pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan,

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta
pengawasan keuangan daerah. Kepala daerah selaku kepala pemerintah

daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan
mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang
dipisahkan.

Pemeriksaan kinerja pengerolaan keuangan pemerintah daerah
adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan

atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen
oleh aparat pengawasan intern pemerintah daerah. Di dalam peraturan

BPK Nomor 1 Tahun 2007 tentang standar pemeriksaan Keuangan
Negara Paragraf 76 menjelaskan pemeriksaan kinerja terdiri atas
pemeril<saan aspek ekonomi dan efisiensi. pemeriksaan kinerja
menghasilkan informasi yang berguna meningkatkan kinerja suatu
program dan memudahkan pengambilan keputusan bagi pihak yang
bertanggung jawab untuk mengawasi dan melakukan tindakan koreksi
serta meningkatkan pertanggungjawaban publik. pemeriksaan kinerja
menghasilkan temuan, simpulan dan rekomendasi. Hasil  pemeriksaan BpK
ini akan diperoleh temuan informasi mengenai kerugian daerah.

Berkaitan dengan kerugian negaraf daerah, BpK berwewenang

menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negaraf daerah yang
diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum baik sengaja maupun lalai
yang di lakukan oleh bendahara, pengerola BUMN/BUMD, lembaga arau
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badan yang menyelenggarakan pengerolaan keuangan negara/ daerah,
penilaian kerugian keuangan negara/daerah dan/atau penetapan pihak
yang kewajibannya membayar ganti kerugian ditetapkan dengan
keputusan BPK. BPK juga dapat memberikan pert imbangan atas
penyelesaian kerugian negara/daerah yangditetapkan oleh pemerintah
pusat/ pemerintah daerahl. Kerugian keuangan daerah dan tuntutan ganti
kerugian merupakan substansi dari pengaturan keuangan negara melibatkan
pihak pengelola keuangan daerah dengan pihak yang berwenang melakukan
tuntutan ganti kerugian. Kerugian negara timbul, menurut yunus Husein
sangat terkait dengan berbagai transaksi, seperti transaksi barang dan jasa,
transaksi yang terkait dengan utang piutang, dan transaksi yang terkait
dengan biaya dan pendapatanz. sehubungan dengan itu, Djoko Sumaryanto
mengemukakan bahwa 3 ftiga) kemungkinan terjadi kerugian daerah
tersebut menimbulkan beberapa kemungkinan peristiwa yang dapat
merugikan keuangan daerah sebagai berikut:

!. Pengadaan barang dan jasa dengan harga yang tidak wajar karena
jauh di atas harga pasar, sehingga dapat merugikan keuangan daerah
sebesar selisih harga pembelian dengan harga pasar atau harga yang
sewajarnya;

2. Harga pengadaan barang dan jasa wajar, tetapi tidak sesuai dengan
spesifikasi barang dan jasa yang dipersyaratkan. Kalau harga barang
dan jasa murah, tetapi kualitas barang dan jasa kurang baik, maka
dapat dikatakan juga merugikan keuangan daerah;

3. Transaksi yang memperbesar utang daerah secara tidak wajar,
sehingga dapat dikatakan merugikan keuangan daerah karena
kewajiban daerah untuk membayar utang semakin besar;

4. Piutang daerah berkurang secara t idak wajar dapat juga dikatakan
merugikan keuangan daerah;

sudin Siahaan,2012, Menuju BpK Idaman, Jakarta: prenada Media Group, htm. 21.
Muhammmad Djafar Saidi, 2014, Hukum Keuangan Negora, Jakarta: Rajawari pers, hlm.
11 1.
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5. Kerugian daerah dapat terjadi kalau aset daerah berkurang karena

dijual dengan harga yang murah atau dihibahkan l<epada pihak lain

atau ditukar dengan pihak swasta atau perorangan;

6. Biaya instansi atau perusahaan daerah yang diperbesar akan

merugikan keuangan daerah, akibat terjadi pemborosan atau

membuat biaya fiktifl, sehingga dengan biaya yang diperbesar maka

keuntungan perusahaan daerah yang menjadi obyek pajak semakin

kecil; dan

7. Hasil dari suatu perusahaan daerah dilaporkan lebih kecil dari

penjualan sebenarnya, sehingga mengurangi penerimaan resmi

p erusahaan daerah tersebut3.

Upaya menghindari terjadinya kerugian negara/daerah akibat

tindakan melanggar hukurn atau kelalaian seseorang, dalam Undang-undang

No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara diatur mengenai

penyelesaian kerugian negara/daerah. Oleh karena itu, dalam Undang-

undang Perbendahanaan Negara ditegaskan bahwa setiap kerugian

negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau

kelalaian seseorang.harus segera diselesaikansesuai ketentuan peraturan

perundangan-undangan yang berlaku. Bendahara, pegawai negeri bukan

bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum

atau melalaikan kervajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung

nrerugikan keuangan negaraf daerah, wajib mengganti kerugian negara/

daerah tersebut.

Ketika aparatur negara dalam pelaksanaan tugas melakukan

perbuatan yang rnenirnbulkan kerugian negaraf daerah, maka tepat bila

diterapkan instrumen administrasi. Hal ini didasarkan bahwa aparatur

negara telah melakukan penyalagunaan wewenang (detournement de

pouvoir) atau melakukan keservenang-wenangan (daad van willekeur)

3 lb id. ,  hIm.112.
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dalam rangka peraksanaan tugas yang bersumber dari jabatan+.
Berdasarkan aspek hukum administrasi, peraturan perundang-undang yang
mengatur mengenai tuntutan perbedaharaan dan tuntutan ganti rugr 1125
kerugian keuangan negaraf daerah adalah Peraturan Badan pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 200T tentang Tata cara
Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara dan peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata cara
Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap pegawai Negeri Bukan
Bendahara Atau pejabat Lain. Tuntutan ganti rugi barang dikenakan
terhadap aparatur negara yang merakukan perbuatan melanggar hukum
atau perbuatan melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban
sebagaimana mestinya sesuai dengan fungsi atau status jabatannya,
sehingga karena perbuatannya tersebut mengakibatkan kerugian bagi
daerahs.

B, Permasalahan

Tulisan ini meneraah tuntutan ganti rugi atas kerugian keuangan
daerah yang dilakukan oleh pengelola keuangan daerah berdasarkan
instrumen hukum perdata. oreh karena itu, masarah hukum yang diajukan
dalam tulisan ini adarah apakah dapat dirakukan tuntutan ganti rugi
berdasarkan instrumen hukum perdata kepada pengelora keuangan daerah
yang melakukan tindakan melanggar hukum atau melakukan kelalaian
dalam mengelola keuangan daerah.

C. Pembahasan

Ketentuan yang mengatur definisi keuangan daerah yaitu peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengerolaan Keuangan Daerah,

Misi S. salunga, "penggunaan Aset Negara/Daerah secara pribadi Di Luar Fungsi JabatanDan Kedinasan", Jurnar lry, 
Iykr Legar ,pinion, paru: Fakurtas Hukum universitasTadulako, Edis i  4 Vol  3,  Tahun 2015, hlm. S.

Ibid.,hlm.6.
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daiam Pasal 1 angka 5, bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan
kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
dapat dini lai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekavaan
yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. pengertian

keuangan daerah ini hampir sama dengan pengertian keuangan daerah
dalam ketentuan sebagaimana dimuat dalam penjelasan pasal 156 ayat [1)
undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah, yaitu:
"Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat
dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat
dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan
kewajiban tersebut". Pengelolaan keuangan di daerah, presiden

menyerahkan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah kepada Gubernur/

Bupati/ walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola
keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan

kekayaan daerah yang dipisahkan.

Dalam suatu pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah
memerlukan dasar atau prinsip yang menjadi acuan dari suatu proses
pengelolaan yang baik dan menghasilkan suatu output yang memuaskan

dan sesuai dengan norma-norma dan peraturan yang ada6. prinsip

Akuntabilitas (Accountability), yaitu bagian terpenting dari penegakan tata
kelola atau tata pemerintahan yang baik (good governance). secara umum

Akuntabilitas dipahami sebagai: 1. kewajiban seseorang/lembaga untuk
memberikan laporan yang memuaskan atas tindakan sebagai akibat
wewenang yang dimiliki/ diterima (satisfactory reporr); 2. pengukuran

tanggungjawab yang diekspresikan dalam nirai uang, unit kekayaan atau
dasar lain yang ditentukan sebelumnya (responsibi l i ty); 3. kewajiban

membuktikan kinerja yang baik, sesuai dengan ketentuan (hukum,
persetujuan atau kebiasaan). Pernyataan tersebut menunjukan bahrva

6 Gaby Jelly Kusen,
Pemerintah Provinsi
Khusus, hlm. 64.

309

"Pr insip-pr insip Hukum
Sulawesi lJtara)", Lex et

Pengelolaan Aset Daerah [Studi pada
Societatis, Vol. III No. 2, Mar 2015 Edisi



Prosiding Seminar Nasional
Pertanggungjawaban Hukum Terhadap pengelolaan Keuangan Negara
FH UNSOED, Purwokerto,3 Oktober 2017

310

akuntabil i tas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat

dan pemakai lainnya, sehingga memungkinkan bagi mereka untuk

menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktivitas yang

dilakukan, bukan hanya aktivitas finansiar saja, tetapi juga kinerja yang

telah disepakati bersama dalam hal ini antara eksekutif daerah dan

legislatif daerah selaku wakil rakyat di daerah. pernyataan tersebut juga

menekankan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus dapat

memberikan informasi untuk membantu pemakai dalam pembuatan

keputusan ekonomi, sosial dan politikz. Meskipun pemerintah Daerah

mempunyai kebebasan yang bertumpu pada otonomi dalam

melaksanakan urusan pemerintahan yang dibebankan kepadanya yakni

kebebasan dan kemandirian (vrijheid en zelfstandigheid), namun

Pemerintah Daerah tidak dapat membebaskan diri dari hasil atau akibat
perbuatannya, dan ia dapat dituntut untuk melaksanakannya secara layak

apa yang diwajibkan kepadanyaa.

B erdasarkan hasil pengun gkapan informasi tentang terjadinya kerugian

negara melalui pengawasan atau adanya dugaan terjadi peristiwa yang

merugikan negara, maka apabila terdapat bukti kuat bahwa seorang
pengelola keuangan daerah baik secara sendiri maupun bersama-sama

dengan pihak lain telah melakukan pelanggaran atau kelalaian yang

mengakibatkan kerugian negara/ daerah. Kepala unit kerja dalam upaya

memperoleh pengantian atas kerugian negaraf daerah tersebut dapat

melakukan penyelesaian se tempat, dengan ketentuan bahwa pengelola

keuangan daerah yang bersangkutan dapat mengembalikan kerugian

negaraf daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam hal upaya tersebut

tidak dapat dilakukan, kepala unit kerja harus berusaha menyelesaikan

masalah dimaksud untuk memperoleh penggantian sepenuhnya serta dalam

7 lbid.
I H. Muhammad Syarif Nuh,

Penyelenggaraan Pemerintahan
hlm.55.

"Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Dalam
Mosaloh-Masalah Hukum,l i l id 41 No. 1 Januar i  2012,
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waktu yang sesingkat-singkatnya dan dengan jumlah jaminan yang cukup

sesuai dengan besarnya kerugian negaraf daerah.

Berdasarkan Peraturan Kepala BpK Nomor 3 Tahun 2007, maka
penyelesaian kerugian negara pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua cara,

pertama melalui Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (sKTJMJ. Jika
penyelesaian pertama gagal, maka digunakan cara kedua yaitu melalui
pembebanan. Penyelesaian Kerugian Negara melalui pembebanan terdiri

dari tiga tahapan, yaitu penerbitan surat Keputusan pembebanan Sementara,

penerbitan surat Keputusan Penetapan Batas waktu, dan penerbitan surat

Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Negara.

Penyelesaian kerugian negara yang dilakukan oleh pengelola keuangan

daerah non bendahara diatur dengan peraturan pemerintah Republik

Indonesia lrlomor 38 Tahun 201.6 yang menegaskan bahwa setiap pegawai

Negeri Bukan Eendahara atau Pejabat Lain yang melanggar hukum atau

melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan

keuangan negaray'daerah diwajibkan rnengganti kerugian dimaksud.

sementara itu, informasi terjadinya Kerugian Negara/ Daerah bersumber

dari: a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung; b. Aparat

Fengawasan Internal Pemerintah; c. pemeriksaan Badan pemeriksa

Keuangan; d. Iaporan tertulis yang bersangkutan; e. informasi tertulis dari

masyarakat secara bertanggung jar,vab; f. perhifungan ex fficio; dan/atau g.

pelapor secara terLulis.

Pada prinsipnya setiap kasus kerugian daerah harus segera disele-

saikan oleh peiabat yang berwenang melalui rnekanisme yang berlaku (se-

suai peraturan perundang-undangan) sehingga kerugian daerah yang t imbul

dapat segera dipulihkan. Mengingat pentingnya penyelesaian ganti kerugian

daerah dirnaksud, maka setiap pejabat perbendaharaan negara dan para

pengelola keuangan daerah r 'r 'aj ib memahami mekanisme penyelesaian ganti

kerugian daeratrr. setiap kasus kerugian daerah yang t imbul harus segera

diselesaikan, Penyelesaian ganti kerugian negara bertujuan: 1) untuk me-
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ngembalikan kekayaan negarafdaerah yang hi lang atau berkurang; dan 2l
meningkatkan disipl in dan tanggung jawab para pegawai negeri/pejabat
negara dan para pengerora keuangan. penyeresaian kasus kerugian negara di-
lakukan oleh pejabat berwenang melalui mekanisme penyelesaian ganti ke_
rugian negara. Yang dimaksud ganti kerugian negara/daerah adarah sejum_
lah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembali_
kan kepadanegaraf daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan
perbuatan melanggar hukum baik sengaja maupun lalai. Tuntutan ganti rugi
itu tidak hanya kerugian negara/ daerah daram bentuk uang, tetapi juga
kerugian atas aset/ barang milik negara/daerah. Setiap kerugian pemerintah
daerah yang timbul akibat kelalaian, penyalahgu naan/ pelanggaran hukum
atas pengelolaan barang milik daerah/aset daerah diselesaikan melalui
tlrntutan ganti rugi dengan perafuran perundang_undangan.e

Dilihat dari caranya penyeresaian ganti kerugian negara dapat dilaksa_
nakan dengan cara: 1) penyelesaian secara damai; atau zJ penyelesaian

secara paksa. Penyelesaian ganti kerugian negara secara damai adalah upaya
untuk memperoleh kembari pengembalian sepenuhnya atas kerugian yang
diderita oleh negara daram wakru yang sesingkat-singkatnya baik yang
dilaksanakan secara tunai maupun dengan mengangsur. penyeresaian secara
damai dilaks.anakan dengan merninta pernyataan bersedia bertanggung ja-
rvab berupa surat Keterangan Tanggung fawab Mutlak tsKTJM) kepada pela-
ku kenugian negara/daerah, sedangkan penyelesaian ganti kerugian negara
secara paksa dapat dilaksanakan dengan cara melalui proses hukum perdata
dan/atau proses Lrukum pidana. Menurut Bambang wahyudi, bahwa setiap
pengelola keuangan negara, yang terdir i  dari bendahara, pegawai negeri bu-
kan bendahara, dan pejabat rain mempunyai 2 macam tanggung jawab, yaitu
1' Tanggung jar+'ab kepada atasannya sesuai dengan sistem administrasi
negara, dan 2. Tanggung jar,vab hukum, yaitu adanya ancaman hukum nidana
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ancaman hukum administrasi, dan ancaman untuk mengganti kerugian

keuangan negaralo.

Kerugian Daerah yang t idak dapat diselesaikan oleh pemerintahan

daerah dapat diserahkan penyelesaiannya melalui badan peradilan dengan
mengajukan gugatan perdata. Tuntutan ganti kerugian atas kerugian ke-
uangan negara/daerah ini merupakan pertanggungjawaban secara perdata.
Parameter yang digunakan untuk mengajukan tuntutan ganti rugi secara
perdata dengan menggunakan Pasal 1365 BW mengenai perbuatan melang-
gar hukum11. Namun, pengajuan tuntutan hak melalui gugatan merupakan
suatu pengajuan tuntutan hak yang tidak hanya berdasarkan adanya
perbuatan melanggar hukum, tetapi juga berdasarkan adanya wanprestasi, di
mana pada pihak yang mengajukan tuntutan hak [gugatan) mengalami

kerugian langsung maupun kerugian materiil sebagai akibatnya12. Ketentuan
Pasal 1365 BW hanya mengatur tentang syarat yang harus dipenuhi bilama-
na seseorang menderita kerugian yang disebabkan oleh karena perbuatan
melanggar hukum oleh orang lain hendak mengajukan tuntutan ganti ke-
rugian, bukan mengatur rumusan perbuatan melanggar hukum.13 Rumusan
perbuatan melanggar hukum ditafsirkan melalui yurisprudensi, yaitu suatu
perbuatan melanggar hukum apabila: 1. Melanggar hak orang lain; atau 2.
Melanggar kewajiban hukum pelaku; atau 3. Beftentangan dengan kesusila-
an; atau 4. Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam
pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau bendala. Baik perbuatan

melanggar hukum maupun wanprestasi, sama-sama dapat digunakan sebagai
dasar untuk megajukan gugatan ganti rugi. Namun, seseorang dikatakan
melakukan wanprestasi apabila ia melanggar suatu perjanjian yang telah
disepakatinya dengan pihak lain. Tiada wanprestasi apabila t idak ada

11

12

Bambang wahyudi, "Penyelesaian Kenrgian Negara", /urn al Administrasi pubtik, vol. 5 No.
L,2008, h]m.116.
Henny Yuiiani, "Penyelesaian Kerugian Keuangan Negara", lulasalah-Masalah Hukum,li l id
39 No. 1,  Maret 2010,,  h lm. 49.
Rahadi lvasi Bintoro, "Tuntutan Hak Dalam persidangan perkara perdata", Jurnal
Dinamika Hukum, Vol .  10 No.2,  Mei 2010, hlm. 150.
sri Redjeki slamet, "Tuntutan Ganti Rugi dalam perbuatan Melawan Hukum: suatu
Perbandingan dengan wanpresrasi", LexJurnalica, vol. 10 No. 2, Agustus 2013, hlm. 109.
Ibid.hlm.711.
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perjanjian sebelurnnyals. Elemen penting adanya/lahirnya suatu perjanj ian
adalah terjadinya kesepakatan di antara dua pihak.

Penyelesaian penggantian kerugian keuangan daerah baik berdasai-kan
Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
2007 maupun Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun
melalui tahap-tahap:

1. Diawali dengan informasi mengenai adanya indikasi kerugian daerah
dapat diketahui dari antara lain: hasil pemeriksaan, hasil pengawasan,

hasil verifikasi, informasi dari media massa dan media elektonik,
informasi dari masyarakat atau lembaga kemasyarakatan yang dapat
dipertanggu n gjawabkan;.

2. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah ITPKD) wajib melakukan verifikasi
kebenaran laporan kerugian;

3 " Setelah diketahui adanya kerugian daerah, maka dimintakan surat
Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (slffJMl dan/atau pengakuan bahwa
kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti
kerugian daerah;

4. tika slffJM tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pe-
ngembalian kerugian daerah, maka kepala daerah segera mengeluarkan
surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian sementara (sKp2KS)

kepada Pihak Yang Merugikan;

5. Kalau terhadap SKPZKS tidak ada keberatan atau keberatan ditolak maka
diterbitkan surat Keputusan Pembebanan penggantian Kerugian [sKp2K).
Apabila tenjadi kesulitan untuk melaksanakan SKTfM atau sKp2K, maka

penyelesaian ganti kenugian negara yang ditetapkan berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan mengaju-
kan gugatan ganti kerugian. Dasar gugatan dengan menggunakan perbuatan

melanggan hukum didasakan pada dalil, bahwa pihak yang merugikan
keuangan daerah telah melanggar ker+'aj iban hukum sebagaimana yang
dituangkan dalam SKPZK. Sedangkan penggunaan dasar gugatan wanprestasi

1s Evalina Yessica, "Karakteristik Dan Kaitan Antara Perbuatan Melawan Hukum Dan
Wanprestasi", Jurntl Repertorium, Solo: Fakujtas Hukurn Universitas Sebelas Maret, Vol. 1
No. 2 November 2014, hlm.53.
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diajukan berdasarkan dal i l ,  bahwa pihak yang merugikan

t idak melaksanakan kesepakatan yang telah di tandatangani
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keuangan daerah

dalam SIf lJM.

D. Penutup

Tuntutan ganti rugi terhadap pengelola keuangan daerah berdasarkan
instrumen hukum perdata hanya bisa dilakukan ketika proses penyelesaian
ganti rugi keuangan daerah melalui sistem administrasi negara sulit
dilaksanakan.
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